KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/609/V1.02/HK/2020

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA METRO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

ANGGARAN 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, Rencana Kerja Pemerintah Dacrah, Kebijakan Umum
APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolann dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 66, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4400};
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerka {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentanz Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Kcuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 6514),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542),;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentsng Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalumi Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawabarn Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesiu Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistemn Informasi Pemerintahan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang

22.

23.

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanju Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi,
Kodifikasi dan Nomenkletur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAIl TAHUN ANGGARAN 2021
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
dan Rancangan Peraturan Walikola tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalamm Lumpiran Keputusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Walikcta bersama DPRD segera m<lakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Preraturan Daerah Kota Metro
tentang Anggaran Pendapatan daa Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling
lambat 7 (tujuh) har sejak diterimanva Keputusan ini.

Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak
ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD Kota Metro , dan Walikota
menectapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angguran 2021 menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh Tahun
Anggaran 2021 menjadi Peraturan Walikota Metro, Gubernur
inengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan.
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Rancangan Peraturan Dacrah Kola Metro tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah
disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daecrah dan
Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi
Peraturan Dacrah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan
Nomor Register dari Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

%

ARINAL DJUNAIDI

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Keuangan Republik Indonesin di Jakarta;

3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4, Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

5. Kepaln Biro Hukum Sckretariat Dacrah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

6. Pimpinan DPRD Kota Metro di Melro.



-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN QUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :Q/609/VI.02/HK/2020
TANGQAL : 23 DESEMBER 2020

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA  METRO TENTANG  ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2021

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap =vuluasi APBD yaitu:
A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdin atas:

.

b,

g — %%

Ringkasan APBD yang Diklusifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kcgiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintauhan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara,

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RP.JMD dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan
PPAS dengan Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Caerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Dacrah;

Daftar Penyertaan lodel Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
dan Asct Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kerabal’ dalamm Tahun Anggaran yang

direncanakan.
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0. Daftar Dana Cadangan; dan

pP. Daftar Pinjaman Daerah.

B. Rancangan Peraturan Walikowa tentang penjubaran APBD paling sedikit

terdiri atas:

A. Ringkasan Penjabaran APBD ynng diklasifikasi menurut Kelompok,

Jenis, Objek, dan Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembinyaan;

b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dun Besaran Hibah;

. Daftar Nama Penerima, Alamat Pcnerima, dan Pesaran Bantuan Sosial,

e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan DBesaran Bantuan
Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khutus;

{  Daftar Nama Pencrima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi
Hasil;

g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusen Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas
Alam/Tambahan DBH Minynk dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progrum, Kegialan, Sub Kepiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Belanja dan Pembiayaan;

i, Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

j.  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

oo

Selanjutnya cvaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancanpan Peraturan
Walikota Metro tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan:

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
kepentingan umum,

RKPD, KUA, dan PPAS; dan

RPJMD.

WK —

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAEFAH TENTANG APBD TAHUN
ANGGAFPAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENJABARAN AFBD TAHUN ANGGARAN 202! DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  YANG LEBIH TINGGI DAN

KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-
PPAS.



Rancangan Peraturnn Daerah Kota Metro tentang, APBD Tahun Anggaran
2021 telah disetujui bersama antara Walikota dan DPRD pada tanggal 30
November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubermnur Lampung pada
tanggal 15 Desember 2020, scsuai dengan Fasal 315 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 dan Pasal 112 Peraturen Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daersh, yaitu paling lambat 3 (tiga) han
sejak targgal persetujuan mancangan Perda untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh Walikota.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021 terscbut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang
disepakati antara Walikota dan DPRD.

Walikota Metro dan DPRD Kota Metro telah memenuhi tahapan dan
jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian
rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan
disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Dacrah dalam
menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Ar.ggaran 2021].

. Kebijakan Pendapatan Dacrah

Penganggarnn target pendapatan dzerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Mectro tentang APBD Tanua Anggaran 2021 sebesar
Rp910.828.597.272,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur
sccara rasional vang dapat cicapai untuk seliap sektor pendapatan sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang I'engelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Metro juga harus melakukan Reformasi
kebijakan di bidang pendapatan antara lain mcndukung pemulihan duaia
usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak
untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi
ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci scbagaimana Tatel 1 sebagai
berikut:

Tabel 1
Pendapatan vaerah
i Uraian Jumlah (Rp)
| PENDAPATAN DAERAH Rp910.828.597.272,00
Pendapatan Asli Daerali 216.774.746.272,00
| Pajak Daerah 29.602.124.082,00
Retribusi Daerah ~ 7.583.497.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di ' 6.000.000.000,00
: pisahkan '
Bagian Laba yang dibagikan kepada 6.000.000.000,00
o Pemerintah Daerah (Deviden) atas
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0,

I Uraian
——

—

Jumlah (Rp)

___Penyertaan Modal pada BUMD

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

173.589.125.183,00

Keuangan Daerah

—

Jasa Giro - 4.500.000.000,00
.___-- []
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian 3.000.000.000,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan

|r Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan BLUD

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan B

| Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas
| ___Kesehatan Tingkat Pertama (FK'TP)
| Pendapatan Transfer

; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

I

~ 164.854.043.515,00

669.273.451.000,00
61€ 073.451.000,00

' Duna Perimbangan

575.968.065.000,00

Dana Insentif Daerah (DID)

40.105.386.000,00

|
B
|
|

Dana Desa

-

| Pendapatan Trans‘er Antar Daerah

23.200.000.000,00

| Lain-Lain Pendaputan Daerah yang Sah

24.780.400.000,00

[ Pendapatan Hibah

| Lain-lain Pendapatan

24.780.400.000,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yvang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Me:ro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 scbesar Rp216.774.746.272,00 atau 23,80% dar total
pendapatan daerah sebesar Rp910.828.597.272,00, dalam Rancangan
Peraturan Daecrah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalom Rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdin dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak Jaerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp29.602.124.089,00 atau 13,66% dari total pendapatan asli

daerah sebesar Rp216.774.746.272,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan

pajak daerah:

1) Pajak Hotel sebesar Rp369.000.000,00;

2)
3)
4)
S)
6)
7

Pajak Restoran sebesar Rp2.032.124.089,00;
Pajak Hiburan sebesar Rp240.000.000,00;
Pajak Reklame sebesar Rp500.000.000,00;

Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp13.500.000.000,00;

Pajak Parkir sebesar Rp300.000.000,00,
Pajak Air Tanah sebesar Rp20.000.000,00;
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8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar
RpS5.900.000.000,00;

9) Bea Perolehan Hnk Atns Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
RpG.750.000.000,00.

b. Retribus: Dacrah

Penganggaran target pendapatan retribusi dacrah dalam Rancangan

Peraturan Dacrah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021

sebesar Rp7.583.497.000,00 atau sebesar 3,50% dari total

pendapatan asli dacrah sebesar Pp216.774 746.272,00.

Jenis phjak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus
ditctapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan
pajak daerah dan retribusi dacrah sebagaimana dimaksud serta
mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tenteng Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Xcrja Asing, sebagaimana
butir 1.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Besaran target pendapatan pejak daerah dan retribusi dacrah diatas
harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah
di Kota Metro serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi
pertumbuhan rasio pajak daerali, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat
inflas: yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah sebagai akibat dari meaurunnya kegiatan perekonomian akibat
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berpotensi
terhadap capaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan
retribusi daerah, Pemcrintah Kota Metro harus melakukan kegiatan
pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi vang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepadu Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan
berbasis teknologi butir sesuai 1.C.).a.1) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dacrah
yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran | Ringkasan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 2,77%
dari total pendapatan asli daerah scbesar Rp216.774.746.272,00
terdapat selisih sebesar RpS5.903.731.515,58 dengan yang tercantum
pada Lampiran XII Dafier Penycrtaan Mcdal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya dalam Rancangan Pcraturan Dacrah Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
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Sehubungan dengan hal terseout, Pemerintah Kota Metro harus

menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolann Kckayaan Daerah yang

Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran | Ringkasan APBD

yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran Xl Daftar

Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnva dalam menetapkan target obyek pendapatan Bagian Laba

atus Penyertnan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar

Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro  tentang APBD Tahun

Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp6.000.000.090,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang

APED Tahun Anggaran 2021 agar memperhatikan tingkat rasionalitas

bagian laba atas penyertaan modal dimaksvd dengan jumlah total

penyertaan modal Pemerintah Kota Metro sampai dengan Tahun

Anggaran 2020, apabila masih terdapat BUMD yang belum memberkan

bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan

modal Pemerintah Kota Metro serta memperhatikan perolchan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,
meliputi:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa
dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah
yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu ter*entu;

3) peningkatan penerimaan daerah dnlam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan lenaga kerja scjumlah terteatu dalam
jangka waktu tertentu scbagai akibat langsung dari inves*asi yang
bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejanteraan masyarakat sebagal akibat dari investasi
pemecintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,

sebagaimana maksud butir [.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentung Pedoman Penyvusunan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Takun Anggaran 2021.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pcadapatan asli daerah yang

sah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota Metro tentang APBD

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rpl173.58Y.125.183,00 atau  80,08%

dari total pendapatan asli dacrah sebesar Rp216.774.746.272,00 yang

diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro sebesar Rp4.500.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24
ayat (4) dan Pasal 31 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :lan butir
C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2021.
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2) Pencrimaan atas Tuntutan Oanti Kerugian Keuangan Daerah
Rp3.000.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal
31 ayat (4) huruf g Peruturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).g)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Homor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3] Pendapatan BLUD scbesar Rp164.854,043.515,00 agar
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dun butir C.1.a.3).0)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari

Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro

tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp669.2?3.451.000,00

atau 73,48%  dari total pendapatan daerah sebesar

Rp910.828.597.272,00 yang diuraikan scbagai berikut:

1) Dana Perimbangan sebesar Rp575.968.065.000,00 atau  63,24%
terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp91C.8213.597.272,00,
yeng diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp;5.369.777.000,00 telah sesuai
dengan alokasi anggaran yang tercantum dalain Peraturan
Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar kp441.737.749.000,00 telah
sesuai deagan alokasi anzgaran yang tercanturn dalam Peraturan
Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tertang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021.

¢) Dana Transfer Khusus sebesar Rpl18.860.539.000,00 telah
sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 dan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik scbesar
Rp54.736.730.000,00.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar
Rp64.123.809.000,00.

2) Pendapatan Bagi Hasil
Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam
Pendapatan Begi Hasil Pajak sebesar RpS53.200.000.000,00 agar
berpedoman kepada butir 1.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2021,

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bLersumber dari lain-lain

pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota

Metro tentang APBD Tahun  Anggaran 2021  sebesar

Rp24.780.400.000,00 ateu  2,72% terhadap total pendapatan daerah

sebesar Rp910.828.597.272,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan

Hibah Dana BOS sebesar Rp24.780.400.000,00
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Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepnstian
perierimaan  pendapatan  dimaksud, yang tidak mengikat, tidak
berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran alau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun
pemberi serta tidnk menyebabkan biaya ekonoini tinggi serta menunjang
peningkatan penyelenggarann urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, scbagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan
Pemerintah Nommor Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 1.C.1.c.1) Lamnpiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 202?'.

C. Kebijukan Belanjn Dacrah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancungan Peraturan Dacrah
Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp958.828.597.272,00. Penyediaan alokasi Uelanja daerah tersebut
meliputi scmua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali
dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai pengurang ckuitas yang merupakan kewajiban
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2021 sesuni kewenangan Pemerintah
Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahun Daerah yang
menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta
dalam rangka penciapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-
19 di berbagai aspck kehidupan, baik aspei pemerintahan, keschatan,
sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja dacrah Kota Metro dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggeran 2021 scbesar
Rp958.828.597.272,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
o B Belanja Daerah .
| Uraian Jumlah (scbesar Rp)
"BELANJA DAERAH ~ T 958.828.597.272,00
Belanja Operasi 802.093.847.450,00
Belanja pegawai 444,973.144,842,00
Belanja barang dan jasa 318.896.242.606,00
| " Belanja hibah 36.902.070.002,00
Belanja bantuan scsial ~ 1,322.390.000,00
L _ =
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| Uraian T~ Jumiah (sebesar Rp)
'Belanja Modal " 146.694.749.822,00
'. Belanja modal tanah - | .|
B Belanja modal peralatan dan mesin ~ 25.728.975.686,00
i Belanja modal gedung dan bangunan " 42.045.553.284,00
‘ Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 78.039.703.552,00
' Belanja modal aset tetap lainnya = 880.517.300,00
‘ Belanja Tidak terduga - 10.040.000.000,00
Belanja tidak terduga ~77710.040.000.060,00
[ - 1 B
l [
| Belanja Transfer -
| Belanja bagi hasil pajak daerah I -
Belanja bantuan keuangan o -
|

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Daser dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Mirimal,
sebugaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancungan Peraturan Daerah Kota
Metro Tahun 2020 tentang APBD Tahun Arnggaran 2021, untuk
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomoer 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SFM  bidang Pendidikan

Rp388.902.000,00 atau 0.20% dari total belanja Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Rp187.827.292.116,00 Alokasi anggaran untuk

belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Program Manjemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasurana Pendidikan PAUD (DID), Sub Kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Rp162.840.000,00

2) Program Manajemen Pelayanan Perdicikan, Kegiatan Peningxatan
Sarana dan Prasarana Pendidikan DIKDAS (DID), Sub Kegiatan
Peagadaan Perlengkapar Siswa RpS3.987.000,00

3) Program Wajib Belajar Pendidikan oOasar 9 Tahun, Kegiatan
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan DIKDAS (DID),
Kegiatan, Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa
Rp142.075.000,00
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harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang
Pendidikan sesuni ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
4018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Fenerapan Standar Pelayanan
Minimal, dan Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudayann Nomor
32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayannn Minimal
Pendidikan.

. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk helanja SPM Keschatan Rp1.532.266.450,00
atau 0,5%% dani 1otal belanjn Dinna Keschat n Rp257.725.942.683,00
Alckasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diurnikan dalam
kegintan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Keschatan Perorangan dan Upaya

Keschatan Masyarnkat, Kegintan Penyedianan Layanan Keschatan

Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dasrah Kabupaten/Kota,

Sub  Kegintan Pengelolaan Palayanan Keschatan Ibu Hamil

Rp.50.000.000,00

Program Pemenuhan Upayn Keschatan Perorangan dan Upaya

Keschatan Masyarakat, Kegintan Penyediaan Layanan Kesehatan

Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Ibu Bersalin

Rp.882.559.200,00

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarnkat, Kegiatan Penyedinan Layanen Feschatan

Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Deerah Knbupaten/Kota,

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanain Keisehatan Bayi Baru Lahir

Rp 30.000.000,00

4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyvediaan Layanan Kesehatan
Untuk UKM dan UKP Rujukan Tinghat Daecrah Kabupaten/Kota,
Sub  Segiatan  Pengelolann Pddavanan  Kesehatan  Balita
Rp.50.000 000,00

5] Program Pemenuhan Upaya Reschatin Perorangan dan Upaya
Keschatan Masyarakat, Kegiatan Penycdiaan Layanan Kesechatan
Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daeruh Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan  Keschatan Pada Usia
Pendidikan Dasar Rp41.428.800,00

6) Program Pemenuhan Upaya Keschatan Perorangan dan Upaya
Keschatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesechatan
Urntuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Produktif Rp25.000.000,00

7) Program Pemenuhan Upaya Keschatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Keschatan
Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
Sub Keginian Pengelolaan Pelsyanan Keschatan Pada Usia Lanjut
Rp42.000.000,00

2

—

J
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8) Program Pemenuhan Upaya Keschatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Keschatan
Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesechatan Penderita
Hipertensi Rp40.000.000,00

9) Program Pemenuhan Upaya Keschaian Perorangun dan Upaya
Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kenehatan
Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus Rp. 40.000.000,-

10) Program Pemenuhan Upaya Keschatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Peryediaan Layanan Keschatan
Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat kp20.000.000,00

11) Program Pemenuhan Upaya Keschatan Eerorangan dan Upaya
Kesehatar. Masyarekat, Kegiatan Fenyediann Layanan Kesehatan
Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingknt Daerah Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayaian Keschatan Orang Terduga
Tuberkulosis Berat Rp151.278.450,00

12) Program Pemenuhan Upaya Kesehutan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Keschatan
Untuk UKM dan UKP Ruiukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesechatan Orang Dengan
Risiko Tennfeksi HIV Rp120.000.000.00

13) Program  Sediaan  Farmasi, Alat  Keschutan dan Makanan
Minuman, Kegiatan Penerbitaa Sertifikat Produksi Pangan Industri
Kumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai lzin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di Produksi oleh
Industi Rumah Tanggn, Sub Kegiatan Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Mukanan Minuman Tertentu Yang Dapat
Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga Rp40.000.000,00

harus diprioritaskan untuk mesmenuhi indilator pencapaian bidang

Kesehatan sesuai ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menten

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerzpan Swandar

Pelayanan Minimal dan Peraturan Menter’ Keschatan Nomor 4 Tahun

2019 tentang Standar Tekais Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

Pada Standar Pelayanan Miniraal Bidang Keschatan.

Ridang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pexerjaan Umum dan Penataan
Ruang Rp8.597.992.686,00 atau 7.62% dari total belanja SKPD Dinas
Pekejaan Umum Rp112.765.937.845,00 Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening
sebagai berikut:
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1) Program Pengeloluan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum, Kegiatan Pengelolaan dar Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub
Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perkotaan Rp2.159,268.078,00

2) Program Pengelolaan dan Pengembanpan Sistem Penyediaan Air
Minum, Kcgiatan Pengelolaan dun Pengembangan Sistem
Per.yediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Sub
Kegiatan Opernsi dan Pemecliharaan SFAM di Kawasan Perkotaan
Rp729.540.000,00

3) Program Pengelolaan dan I'engembangan Sistem Drainase,
Kegiatan Pengelolanan dan Pengembaagan Sistem Drainase Yang
Terthubung Langsung Dengan  Sungai  Dalam  Daerah
Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase
Perkotaan Rp200.000.000,00

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
Kegintan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainnse Yang
Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah
Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Draminase
Perkotaan Rp5.509.184.608,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentanz Pencrapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumehan Rakyat Nomor 29 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

. SPM Perumahan Rakyat dan Knwasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk Dbelanja G5PM  Perumahan Rakyat
Rp2.982 464.000,00 atau 20.22% darn to'al belunja SKPD Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rpl14.752.033.034,00
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam
kegiatan dengan kode rekening sebagai benkut:

1) Program Pengelolaan dur Pengembangan Sistem Air Limbah,
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik  Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air  Limbah
Terpusat Skala Pemukiman Rp1.647.920.000,-

2) Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10
(sepuluh] Ha, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Rp. 1.334.544.000,-
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harus dipdortaskan untuk memenuhi fndikntor pencapalan 9P'M
Perumahan Rakyat dan Kawnsan  Pemukiman  sesunl ketentuan
Petaturan Pemerintahk Nomor 2 Tahun 4018 tentang, Standar
Pelayanan  Minimal, Peraturan Menterd  Dalam Negerl Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Melanynnan Minlmanl, dan
Peraturan Menteri Pekerjann Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan  Minimal
Bidang Pekerjnnn Umum dan Penataan Ruany,

c. Bidang Trantibumlinmas

Alokasi  anggaran  untuk belangn  SPM  Trantibumlinmnn

Rp680.200.017,00 atau 3.63% dari total belnnjn SKPD Polisi Pamong

Praja, SKPD Dadun Penanggulangan Benzana Daerah dan SKPD

Badan Kesatuan Bangaa dan Politik Rp'd.735.095.399,00  Alokani

anggaran untuk belanjn SPM  tersebut  dinratkan  dalom keglntan

dengan kode rekening sebagai berikut :

1l Program Penanggulanngnn Bencana, Kegintan Pelayanan Informasi
Rawann  Bencann, Sub Kegintan - Sostalisasi Komunikasi  dan
Edukasi (KIE) Rawan Beneana Knbupaten/Kotn  (Per  Jenin
Bencana) Rpd3.000.000,00

<) Program  Penanggulangan Bencana,  Kegintan Pelayanan
Pencegahan dan Kesinpsingann Terhadap Dencann, Sub Kegintan
Sosinlisasi  Komunikasi dan  Edukasi (KIE) Rawan Bencann
Kabupaten/Kota (Per Jenis Beneana) Rp548,903.117,00

3} Program Penanggulangan  Bencana, Kegintian  Pelayanan
Penyelamntan  dan  Evakunsi  Korban Beneann, Sub  Kegintan
Respon Cepat Darurat Bencann Kabupate/Kota Rp49.999,800,00

4) Program Penanggulangan  Bencana, Kegintan  Penatnnn Sistem
Dasar Penanggulangan  Bencann,  Sul Kegiatan  Penguntan
Kelembagaan Bencann Kabupaten/Kotn Rpi8.,297, 100,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi cnpaian  indikator bidang

Trantibumlinmay sesuni ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pernturnn Menteri

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar

Pelayanar. Minimal, dan Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121

Tahun 2018 teniang Stundar Teknia Mutu Pelayanan Dasar Suly

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum  di Kota Metro dan
Kabupaten/Kota.

. Bidang Souir.

Alokasi anggaran untuk belanjn SPM Sosial Rpl1.694.950.100,00 atau

25.55% dari total belanjn SKPD Dinas Sosinl Rp6.632.331.421,00
yang diuraikan sebagai berikut:

1) Program  Rehabilitasi Sosinl,  Kegintan  Rehabilitasi Soalal
Penyandang  Disabilitas Terlantar, Anuk Tt rlantar,Lanjut  Unin

Terlantar, Sertn Gelandangan Pengemin DI Luar Pand Sosial, Sub
Kegiatan Penyedinan Pemakamin Rp138.970.000,00
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2) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia
Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub
Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp200.000.000,00

3) Program Rehabilitasi 3osial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Penyendang Disabilitas Terlantar, Anak Terluntar,Lanjut Usia
Terlantar, Sertu Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub
Kegiatan Pemberian Bimhingan Fisik, Mental Spritual, dan Sosial
Rp142.000.000,00

4) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatann Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia
Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub
Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga
Penyundang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia
Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Rp44.325.100,00

5) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rechabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlanwar,Lanjut Usia
Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub
Kegiatan Pembenan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Keschatan
Dasar Rp200.000.000,00

6) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia
Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub
Kegiatan Pemberan Layanan Kedaruratan Rp92.C55.000,00

7) Pruogram Rehabilitasi Sosial, FKegiatun Rehabilitnsi Sosial
Penyandang Disabilitus Terlantar, Anak Terluntar,Lanjut Usia
Terlantar, Serta Gelendangan Pengemis Di Luar Panti Sosial, Sub
Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Rp60.000.000,00

8) Program Rechabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK3) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Scsial, Sub Kegiatan
Pemberian Layanan Kedaruratan Rp80.020.000,00

9) Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar ranti Sosial, Sub Kegiatan
Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga Rp30.000.000,00

10) Program Perlindungan den Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub
Kegiatan  Pendataan  Fakir  Miskin  Cakupan  Dacrah
Kabupaten/Kota Rp298.600.00C,00

11) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan Daerch Kabupaten/Kota, Sub
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial [llesejahteraan Keluarga
Rp169.205.000,00

12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupun Daerah Kabupaten/Kota, Sub
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengemb:ngan Ekonomi Masyarakat
Rp99.795.000,00
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13) Programi  Penanganan Ecacana, Kegiatan Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan
Penyediaan Makanan Rp100.000.000,00

14) Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan
Penyediaan Sandang Rp40.000.000,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang
Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Standar Teknis Pelayanan Desar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Caerah Kota Metro dan di Duerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Xancangan Perawran Dacrah Kota
Metro Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap
Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasiona. Tahun Anggaran 2021 yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Momor 86 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 202 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Fedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021
meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi wuntuk Pertumbunhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan (PN!), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Dacrah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021
scbesar Rp14.829.948.565 atau 1,55°% dari total belanju daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD
Tahun Anggaran 2021, digunakan dalain rangka pemulihan ekonomi
pasca pandemi COVID-19, peinbangunan ckonomi tahun 2021 yang
diprioritaskan pada penguatan ketnhanan ekonomi dengan titik berat
pada pembuhaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem
pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri
dan perdagangan, pemulithan pariwisata aan ekonomi kreatif, serta
peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwyujudkan dalam rangka

memperkuat ketahanan ckonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai Lerikut:

1) Meningkatnya daya dukungz dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ¢konomi yang berkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangar. ke ja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian

sasaran PN1, akan dilakukar melalui delapan Program Prioritas (PP)

yaitu sebagai berikut:

1) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi (PF2), diarggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp982.767.8C0,00
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2) Peningkatan kutersedinan, nkses, dan kualitas konsumsi pangan
(PP3), dinnggarkan dalam rancangan Peraruran Daerah Kota Metro
teniang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,083.053.800,00

3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan
(PP4), dianggarkan dalam rancangarn Peraturan Daerah Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.902.446.800,00

4) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)
dan koperasi (PPS),dianggarkan dalem rancungan Peraturun
Dacrah Kota Mctro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp2.488.412.500,00

5) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor
nil, dan industrialisasi (PP6), dinnggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kota Metro ientang APBD Tahun Anggaran 2021
scbesar Rp2.519.091.709,00

6) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8),
dianggarkan dalam rancangan Pereturan Dacruh Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.854.175.976,00

a. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancengan Peraturan Dacrah Kota
Metro tentang APBD  Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp359.398.370.756,00 atau 37,8% dari totz] belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran
2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi
COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ckonomi, mengoptimalkan
keunggulan kompetitif wilayah, dan sckaligus meningkatkan pemerataan
kualitas hidup antar wilayah. Sasaran p:ngembangan wilayah Kota
Metro peda periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan
antarwilayah dan tetap menjaga momentum perrumbut.an.

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkuelitas dan Berdaya
Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp290.601.985.357,00
atau 30,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan
dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem
perlindungan sosial yang merupakan penckanan dalam percepatan
pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 dalam upaya
mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan
dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitns dan berdaya saing pada
tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1) Terkendalinya pertumbuhan pendvduk dan menguatnya tata kelola
kependudukan;

2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;

3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;

4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;

6) Meningkatnya produktivitas dan daya szing.
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Selain itu, sebagai strategi penyelesaian [su atrategin dan pencapaian

sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalul tujuh PP, yaitu;

1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1),
dianggarkan dalam rancangan Peraturnn Daerah Kotn Metro tentang
APBD Tnhun Anggaran 2021 wsebesa: Rp2.133.190.600,00 dalam
rangkn  meningkatkan cakupar. pendaftaran penduduk  dan
pencatatan  sipil dan  menguatnya  sistem pemutakhiran data
kependudukan.

2) Penguatan Pelalksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan
dalam rancangan Peraturan Daerah Kotu Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp3.060.728.500,00 dalam rangka
menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kelompok rentan.

3) Peningkalan  Akses dan  Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Dacrah Kota Metro tentang
APBO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp201.236.767.865,00 dalam
rangka meningkntkan pelayanan keschatan menuju cakupan
keschatan semesta dengan melakukan reformasi sistem keschatan.

4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
APBD Tahun Angguran 2021 sebesar Rp49.893.099.482,00 dalam
rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5),
dianggarkan dalam rancangun Peraturan Daerah Kota Metro lentang
APBD Tahun Anggaran 2021 scbesar Rp1.057.933.950,00 dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta
partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemesyarakatan,
organisasi, dan herwirausahaan.

6) Pengentasan Kemiskinan (PPo), dianggarkan dalam rancangar,
Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp2.742,586.400,00 dalam rangka memperluas akses aset
produktif bagi rumah tar.pga miskin dan rentan.

7] Pemingkatan Produl:tivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kota M:tro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rpl.057.923.950,00 dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan deya saing.

. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebucaynan (PN4) , dianggarkan
dalam rancangan Peraturan Daerah Kote Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp26.672.187.522,00 atau 7,55% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota Metro tentzang
APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan
pembangunan pasca pandemi COVID-]S vang menjadi momentum
penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk
mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dun bersatu
melalui pendidikan, tata kelole pemecrintahnn, serta penguatan sistem
sosial keluarga dan masyarakat.



-23-

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwljudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu
scbagni berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk
memantapkan ketnhanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kenidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

4] Menguatnya moderasi beragama antuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

5] Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa;

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengatahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangar. tersebut, pencapaian

sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan lacologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk
Mentalitas Bangsa yang Maju, Modemn, dan Berkarakter (PPl),
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Dacrah Kota Metro tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.957.231.150,00

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kcbudayaan untuk
Memperkuat  Karakter dan  Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kescjahteraan Rakyat, dan Metnpengaruhi  Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kota Melio tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp1.916.040.800.00

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi,
Kerukunran dan Harmoni Sosial (FP3;, dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kota Metm tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp8.720.357.630,00 dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4),
dianggarkan dalam rancangan Pernturan Daerah Kota Metro tentang
APBD Tahun Angzaran 2021 sebesar Rp6.078.557.942,00

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang AP3D Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp100.219.545.297,00 atau 10,45% dari total belanja daerah dalam
Rancarigan Peraturar Daerah Kota Metro teatang APBD Tahun Anggaran
2021, yang digvnakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021
dalam rangka mendukung penguatar sistem keschatan nasional melalui
pembangunan sarana keschetan mesyarakat dan peningkatan
penyediaan pelayanan dasar seperti penyedinan pengelolaan air bersih,
sanitasi, dan perbaikan permukiman.
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Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegatan yang mendukdng

pemulihan ckonomi nasional pascapandemi COvID-19 mefl.h_.lll

peningkatan pembangunan infrascruktur yang mendukung sektor mil

seperti sektor parwisata, industn, dan yang menunjang peninghkatan

INveslnsi.

Sasaran dan indikator utama PNS yaitu sebaga benkut.

1] Meningkatnya penyed.aan infrastruktur layanan dasar,

2| Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegintan ckonomi dan
akses menuju pelayanan dasar,

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan,

4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalis n«an,

5) Meningkatnya layanan infrastrukiur TIK

Strategi pemvelesaian isu  strategs  dan  pencapaan  sasaran PNS
dilakukan melalui ima PP, yaitu

1) Infrastruktur Pelayanan Daczar (PP1) cuanggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerab Kota Metra tentang APBD Tahun Anggaran 2021
Rp91 784 809 297 00 dalam rungka meni ghatkan ukses masyarnkat
terhadap perumahan dan permukiman layak, amin dan terjasigkau

2) Infrastruktur  Ekonomi (PP2), dianggorkan dalam rancangan
Feraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar  Kp3.354 344 000,00  dalam  rrngka  meningkatkan
konektnvitas wilayah

1) Infrastruktur Perkotaan (FP3), danpgarkan dalam rancangan
Pernturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Angga an 2021
sebesar Rpl 225 334.300,00 dalam raogka meningkatkan layanan
infrastruktur perkotaan

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP}, dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daernh Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021
Rp 0,- dalam rangka meningkatkan akses dan pasokan energn dan
tenaga Listnk yang merata, andal, dan cfisien.

51 Tranaformasi Digtal (PPS), dinnggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 scbesar
Rp3.855.057 700,00 dalam rangkn meningkathan pembangunan dan
pemanfuatan infrastruktur TIK, serta kontnbusi sextor informasi dan
komunikasi dalam pertumbuhan ekonom

Membangun Lingkungan ridup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah
Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp2.827.210012,00 atau 0,29% dan total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran
2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat
dalam menghadapi pandemi seperti COVID-]J?. Tiuk berat perbaikan
kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah Bl
medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih
diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui
upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan
kapasitas dan koonlinasi kelembagaan.
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Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka

membangun lingkungan hidup. meningkatkan ketahanan bencana, dan

Perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indcks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Be.kurangnya Kerugian Akitat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rpl.633.865.905,00 dalam rangka
meningkatkan kualitas air, kualitas a‘r laut, kualitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistemn gambut.

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklini (PP2), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp1.203.244.107,00 dalam rangka
berkurargnya potensi kehilangan PDB aXibat dampak bencana dan
bahaya 1klim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi
peringatan dini bencana kepada masyarakat.

Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
Transformasi Pelayanan Publik (PN7), diaaggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kota Melro tentang APBD Tahun Anggaran 2021
Rp29.760.541.944,00 atau 3,1% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang, APBD Tahun Anggaran
2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dar
keamanan serta perbaian tata pemerintahan (good governance) menjadi
kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19,
melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam
memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan dengan
penerapan yang tegas schingga stabilitas politik nasional dapet tetap
terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan divujudkan dalam rangka

memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik (PN7) yaitu s=bagai berikut;

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi
dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yeng Mantap;

4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dun Tata
Kelola;
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Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Suategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan
dilakukan melalui lima PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah Kota Metro teatang APBD Tahun Anggaran 2021
Rp0 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yung efektil,
integratif, dan partisipatif.

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), dianggarkan dalam
runcangan Peraturan Dacrah Kola Metru tentung APBD Tahun
Anggaran 2021 Rp0 dalam rangka meningkatkan Efektivitas
Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional.

3) Penegakan Hukum Nasinnal (PP3), dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Dacrah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp493.144.090,00 dalam rangka m=ningkatkan penegakan
dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.

4) Reformasi Birokrasi dan Tnta Kelola (PP4), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 scbesar Pp29.760.541.944,00 dalam mngka
meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Peformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah.

5) Menjaga Stabilitas Keananan Nasional (PPS), dianggarkan dalam
rancangan Peraturan Daecrah Kota Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp493.144.090,00 dalam rangka menjaga
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemenntah Kota Metro telah
mengalokasikan anggaran  belanja dacral. berdasarkan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2021 terscbut, s:bagaimana tercantum
dalam Tabel 3 benkut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebyakan Pemerintah Kota Metro

d_rng.w_i'nunm_s Pembangunan Nasional Tahun 2021

1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi

. | Untuk Pertumbuhan Yang 19.390.512.085,00 | 2.02%
Berkualitas dan Berkeadilen

| Mengembangkan Wilayah Untuk

i

2. | Mengurangi Kesenjangan Dan 5.000.095.947,00| 0.52%
JMenjamin Pemerataan
Meni tkan ber .

3, | Meningka Sum Daya | ,c-1,32.324.197,00 | 2€.89%

" | Manusia Yang __Bcr‘rruﬂita: Dan




[ [Berdaya Saing )
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4. | Revolusi Mental 10.636.398.430,00 | 1.11%

e,

Memperkuat Infrastrul:itur Untuk
3. | Mendukung Pengembanyan 91.076.561.885,00| 9.50%
' Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim

746.490.900,00| 0.08%

|

Memperkuat Stabilitas
7. | Polhukhankam dan Transformasi | 55.845.435.820,00| S5.82%
Pelayanan Publk

e

Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD | 693.452.704.564,00 | 72,32%

Total Belanji Daerah 958.828.597.272,00

Alokasi anggaran szbagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus

diupaynkan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran

utama pengembangan Kota Metrio pada tahun 2021 sesuai maksud

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahur 2020 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ckonomi wilayan szbesar 5% s.d 6,23%;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjengan khususnya Jdi perdesaan
sebesar 7,82%; serta

c. Mesningkatnya kesempatan kena, dengan menurunkan tingkat
per.gangguran terbuka sebesar 3% s.d 4%

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan

kembali Kota Metro (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah

terdampak pandemi COVID-19 serta  setelah m=lalui pembahasan
bersama pemenntah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Metro Tahun

Anggaran 2021 harus mendukung tercapainyn IPM Xota Metro sebesar

70 s.d 76%

Selanjutnya, pemerintah Kota Metro harus mensinkronisasikan sasaran

dan taiget penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung

pencapaian Visi dan Misi Presiden dua Wakil Presiden melalui 5 {lima)
arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia ,SDM), membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampii, menguasai ilmu
pengetahuan dan eknologi didukung deagan kerja sama industri dan
talenta global;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan i.awasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke «awasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
Jdengan pendekatan Omnibus Law;
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d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modemn yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemnkmuran
bangsa demi keadilan cosiul bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Alokasi Anggaran Dalum Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentarig APBD Tahun Anggaran 2021 Tethadap Kebijukar, Pricritas
Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2('21.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentany, APBD Tahun Anggaran

2021, Pemerintah Kota Metro telah mengalckasikan anggaran belanja

daerah berdasarkan prioritas dacrah tahun 2021 yang diuraikan dalam

Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4,
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Metro berlasarkan Prioritas Daerah
Tahun 2021
] ) N Rasio
Total Anggaran terhadap
No. Priontas Dacrah dalam APBD Belanja
(Rp) Dierah
|
1. | Meningkatkan Sumberdaya 258,303,644,997.00 | 26,94%
Manusia Yung Berkualitas
dan Berdaya Saing
2. | Memperkuat Infrastruktur 91,076,561,885.00 | 9,50%
Untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi
~ 3. [ Memperkuat Ketahanan 20,835,231,907.00 | 2.17%
Ekonomi Lokal Untuk
Pertumbuhan Berkualitas

4. | Melaksanakan Transformasi 52,425,795,037.00 | 5.47%
Pelayanan Birokrasi dan
Pelayanan Publik

5. | Pembangunan Lingkungan 445,870,000.00| 0.05%
Hidup untuk Ketahanan
Bencana dan Perubahan
| Wdim
| Jumlah Alokasi Anggaian| 423,087,103,826.00 | 44.13%
| dalam APBD

2. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021,

Pemerintah Kota Metro menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam
rarngka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadap. ancaman yang
membahayakan perekonomian daerah.
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Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan
pengginuan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan
alokasi, dan penggunnan dalam APED, sebngaimana diamanatkan dalam
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stnbilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Urdang.
Selanjutnya, implementasi kebijakun keuangan dacrah dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian dacrah tersebut, Pemerintah Kota Metro
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 melakukan penyesuainn alokasi anggaran pendapatan
dacrah, belanja deeiah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan
urtuk:
a. penanganan keschatan dan hal lain terkait kesehatan;
b. penanganan dampak ckonomi terutama inenjaga agar dunia usaha
daerah masing-masing tetap hidup; dan
c. penyediaan jaring pengaman susial/ social safety net;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentn, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi ar.ggaran untuk mendanai penanganan pandemi
COVID-19 yaitu sebesar Rp33.123.4549.450,00 antara lain diuraikan
sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran untuk penanganan keschatan dan hal lain terkait
kesehatan sebesar sebesar Rp15.926.449.000, tercantum pada
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat Dan Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama
menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar
sebesar Rp5.716.838.350, antara lain diurnikan sebagai berikut:

a) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar
Rp734.300.000,00 dalam kegiatan Pclaksansan Pelatihan
berdasarkan Unit Kompetensi;

b) Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp70.450.000,00
dalam kegiatan Pelayanan Antaikeria di Daerah Kabuoaten/Kota;

¢) Prograin Pemberdayaan Usaha Mencngah, Usaha Kecil, Dan Usaha
Mikro (UMKM) sebesar Rp183.5i1.250,00 dalam kegiatan
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
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d) Program Pengembangan UMKM sebesar Rp1.172.570.200,00
dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

¢) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp103.713.700,00
dalam Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya lkan Kecil

f) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar
Rp124.093.800,00 dalam Kegiatan Prnyediaan dan Penyaluran
Bahan Baku Industri Pengolahan lkan dalam 1 (satu) Dacrah
Kabupaten/ Kota

g) Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp1.011.717.800,00 dalam
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

h) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar
Rp1.080.249.100,00 dalam Kegiatan Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

i) Program Pemasaran Pariwisata sebesar Rp1.236.232.500,00 dalam
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pcngaman sosial/social
safety net scbesar Rp1.480.162.100,00 yang diuraikan secbagai
berikut:

1) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp877.968.200,00 dalam
kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjui. Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosia;

2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp602.193.900

dalam kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota;

Serta pada Pos Pelanja Tidak Terduga seb:sar Rp10.000.000.000,-
yang peruntukannya disesuaikan dengan kehutuhan

3. Pendanaan Urusan Pemerintahan caerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagannana diamatkan
dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan xeuangan Daerah.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarannya telah diietapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai
berikur:
a. Alckasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidihan
Jumlah alokasi anzgaran untuk fungsi pendidikan
sebesar Rp192.368.489.016,00 atau 20.06 % dari total belanja
daerah sebesar Rp958.828.597.272,00 dalam Rancangan Zeraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan
uraian perhitungan Tabel 5 setagai berikut:
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Tabel 5
Alokasi Fungsi Fendidikan (dalam ribu)
No | Komponcn Perhitungan Jumlah (Rp)
1. |a. Belanjn pada Dinas Pendidikan 189. 468.672
1) Belanja operasi o 179.243.215
2) Belanja Modal o 10.225.457
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yeng 2.899.816
menunjang Pendidikan, antara lain:
1) Belanja Opernsi - 1.787.984 |
2) Belanja Modal o 1.111.832 |
3) Belanja Transfer _ - 0
4) Belanja Bantuan Keuangan 0
| 2. |Anggaran Fungsi Pendidikan (a+h) B 192.368.488
3. | Total Belanja Daerah R 958.828.597
4 I Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x '00% | 20.06%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sckurang-kurangnya 20%

(dua puluh persen) dari total btelanja dacruh sesuai ainanat dalam

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,

sebagaimana maksud butir LLE.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Untuk itu, Pemerintah Kota Mctro harus mempertahankan secara

terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggiran fungsi

pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total
belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008,

yeng diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM

Pendidikan di Kota Metro.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan

untuk :

1) Program  pada  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan
sebesar Rp189.468.672.216,00 atau 98.49% dari total anggaran
untuk fungsi pendidikan sebesar Rp192.368.489.016,00 antara
lain diuraikan dalam:

a) Frogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebesar Rp137.827.292.116,00

b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp49.618.438.782,00

c) Program Pengembhangan Bahasa dan Sastra sebesar
Rp274.660.700,00

d) Program Pengembangan Kebudayaan sebeser
RpB46.462.600,00
e) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

sebesar Rp202.431.500,00
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f) Program Pelestariaan dan Pengelolaan Cadar Budaya
sebesar Rp514.486.000,00
g Program Pengelolaan Permuscuman sebesar Rp78.000.000,00

Dalam program tersebut, telah dinlokasikan ke dalam rincian
obyek belanja modal pembangunan  sarana pendidikan
scbesar Rp10.034.908.150,00 atau 5,2z % da:i total anggarun
untuk fungsi Pendidikan.

2] Program di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan
sebesar Rp2.899.816.800,00 atau 1,51% dari total anggaran untuk
fungsi pendidikan, antara lain diuraikan dalam :

a) Program Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp1.002.379.000,00
b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebesar Rp948.718.900,00

Selanjutnya, penetapan besaran standar sutuan harga untuk tenaga

pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota ~ sebagaimana maksud Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1)

tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan

untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi;

2) standar proses;

3) standar kompetensi lulusan;

4) standar pendidik dan tenaga kependidilar.;

5) standar sarana dan prasarana;

6) standar pengelolaan;

7) standar pembiayaan; dan

8) standar penilaian pendidikan.

. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran keschatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang APBD Tehun Anggerar. 2021 dinlokasikan secbesar
Rp211.979.354.265,00 atau 30.68% dari total belanja daerah di luar
gaji sebesar Rp691.018.874.052,00 Dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan
uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kesehatan (dalam ribu)
No Komponen Perhitungan | Jumlah (Rp)
1. |a. Belanja pada Dinas Kesehatan 201.236.767
1) Belanja Operasi | 177.610.039

2) Belanje Modal | 23.626.728
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b. ll-elanjn"di_Lunr Dinas Keschatan ' 10.742.568
yang menunjang Keschatan, antarn
Inin:

1) Belanja Operasi 2,372.376

2) Belanja Modal 370210

5) Belanja Transfer 0

4) Belanja Bantuan Keuangan 0

5S) Belanja Tidak Terduga 8.000.000

2. | Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b) | 211.979.354
3. | Total Belanjn Daereh - 958.828.597
' 4. | Gaji ASN 267.809.723
L 5. | Total Belanjn Daerah di Luar Gaji ASN 691.018.874
' (3-4) ]
; Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) X IDE‘XS_]_ 30.68%

telah memenuhi alokasi anggaran keschatan sekurang-kurangnya

sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji,

sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang, Nomeor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, scbagaimana maksud butir I.LE.2 Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021.

Untuk i, Pemerintah Kota Metro harus mempertahankan secara

terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk

kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari

total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan, yang

diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM

Kesehatan di Kota Metro.

Alokasi untuk anggaran keschatan tersebut diatas, dialokasikan

untuk:

1) Program pada  Dinas Kesehatan dan Rumah  Sakit
sebesar Rp201.236.767.865,00 atau 94,93 % dari total anggaran
untuk anggaran kesehatan sebesar Rp211.979.354.265,00 antara
lain diuraikan dalam:

a) Dinas Keschatan

(1) Program Pemenuhan Upaya Keschatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat schesar Rp42.974.974.865,00
atau 20.07 % dari total anggaran kesehatan;

(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan sebesar Rp80.000.000,00 atau 0.04% dari total
unggaran kesehatan;

(3) Program  Sediaan  Farmas, Alat  Kesehatan dan
Makanan/Minuman sebesar Rp593.033.000,00 atau 0.28%
dari total anggaran keschatan;



_ Alokasi

-34-

(4) Program Pemberdaynan Masyarakat Bidang Kesehatan
scbesar Rp1.123.760.000,00 atau 0.53% dari total anggaran
keachntan

b) Rumah Sakit Umum  Ahmad Yani scbesar

Rp156.465.000.000,00 atau 73,81% dari total anggaran

keschatan yang antara lain diureikan dalam Program

Peinenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarakat.

2) Program di luar Dinas Kesehatan scbesar Rp201.236.767.865,00
atau 94,93% dari total anggaran untuk anggaran keschatan
sebesar Rp211.979.354 265,00 antara lain diuraikan dalam ;

a) Program Pengendalian Penduduk sebenar Rp326.510.300,00
atau 0.15% dari total anggaran keschatan;

b) Program Pembinaan KB Rp2.294 724.600,00 atau 1.08% dan
total anggaran keschatan

c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejah‘cra
scbesar Rp121.351.500,00 atau 0.06% dari total anggaran
kesehatan

3) Belanja Tidak Terduga scbesar RpB.DGD.OﬂO.Dﬂ0.0D atau 3,77%
dari total anggaran untuk anggiran keschatan sebesar
Rp211.979.354.265,00;

Penyedinan alokasi nnggaran untuk penurunan prevalensi stunting

(pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan prevalensi

kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya

prevalensi wasting (kurus) anak balita yang tercantum pada Program

Keschatan Masyarakat Rp12.521.520.523.ﬂ{1 atau 6% dari total

anggaran keschatan.

Selanjutnya, penctapan besaran standar satuan harga untuk tenaga

keschatan raempedomani upah ninimum yang ditetapkan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimar.a maksud Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana

Transfer Umum.
Penggunaan dana transfer unmum yang terdiri dari DAU dan DBH
vang bersifat umum, harus diarahkan penggunainnya paling sedikit
25% (dua puluh hma persen) untuk mendnukung program pemulihan
ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana
dan prasarana layanan publik dar skonomi dalam rangka
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah
termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan
yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan, sesuai amanat butir L.LE.3 Lamipiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang
diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:
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Tabel 7
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum
No Komponen Jumiah dalam Jumlah dalam
Perhitungun RAPBD 2021 Portal Kemenke

1. | Penerimaan T

Dana Tranafer Umum

a) DAU 441.737.749.000 | 441,737.749.000

b) DBH 15.369.777.000 15.369.777.000

Jumlah Penerimaan 457.107.526.000

457.107.526.000

2. | Pengurang
a) DAU Tambaban 0
b) DBH yang bersifat
armarked
c) ADD 0 0
Jumlah Pengurang, 0 0
| Juwlah Dana 357.107.526.000 | +57.107.526.000
Transfer Umum yang
| diperhitungkan | |
Tabel 8
Perhitungan Belanja Infrastrukiur Daerah
No Komponen Perhitungan Jumiah
1. | a) Belanjn Modal o 114.369.704.436
1) Tanah 0
2) Peralatan dan Mesin 7.760.779.300
3) Bangunan dun Gedung 21.090.112.284
4) Jalan, jaringan dan irigasi 84.860.557.852
5) Aset tetap lainnyé 658.255.000
6) Aset lainnya 0
b) Belanja pemcliharaan 7.306.977.847
2. | a) Belanja Hibah ' ' 8.302.382.581
b) Belanja Bantuan Sosial 0
c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk 0
Infrastruktur -
3. 'Jumlah Belamja Infrastruktur Daerah 129.979.064.864
(1+2) B
Pers=ntasc Belanja Infrastruktur 28.44 %
terhadap Transfer ke Daerah yang

Penggunaannya Bersifat Umum dalam
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B L L R——
Persentase Belanjn Infrastrukiur 28.449 %

terhadap Tianaler ke Daernh yany
Penggunaannya Berrifat Umum da.am
Portal Kemenkeu ISR

Telah meinenuhi alokusi anggaran untuk Infrastruktur minimal
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Dana Transfer Umum,
sebagainiana dinmanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang
12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan butir 1.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan /inggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Untuk itu, Kota Metro harus mempertahankan alokusi anggaran

untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalem Pasal
11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018,

. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 dinlokasikan Rp50.000.C00,00 atau 0,005% dari total
Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragamz, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dun Pendirian Rumah Ibadah dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomer 903/117/8Sj tanggal 12 Januari
2017 tentang Peadanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam
Arggaran Pendapatan Belarja Daerah, namun alokasi anggaran
tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan
merawat kerukunan umat beragama di Kota Metro.

Untuk itu, Pemerintah Kota Metro harus menyediakan alokasi
anggaran yang memadai puna mendukung Pelaksanaan Tugas
Walikota/Wakil Walikota Dalem Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan
Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum
Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.

. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara

Pemerintah Daerah
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Penyedinan anggaran yang tercantuta  pada SKPD  Badan
Pengembangan Sumber Daya  Manusin  Dacrah scbesar
Rp9.249.723.950,00 atau 0,96% (nol koma Sembilan puluh enam
persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Metro tentang APBD Tahun Angparan 2021, antara lain
tercantum pada: . .
1) Kegintan Pzngadaan, Pemberhentian | Rp 1.143.070.250,00 |
dan Informasi Kepcgawnian ASN
2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Rp| 533.809.700,00
3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi | Rp 6.406.174.700,00
ASN

f.

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Rp | 7.998.1:9.198,00

‘ 2\ Kegiatan Penyelenggaraan Rp | 657.161.450,00
Pengawasan Internal i
3) Kegiatan Fenyelenggaraan | Rp 126.834.600,00
Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu
4) Kegiatan Perumusan Kebijaken | Rp. 10.585.300,00

| Aparatur

4) Kegiatan Penilnian & Evaluasi Kinerja | Rp 217.950.400,00

'5) Kegiatan Pengembangan Kompetensi | Rp 948.718.900,00
Teknis

. _ . T
Total l Rp | 9.249.723.950,00

Teinh memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan korapetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat
persen) dari total belanjn daerah, sebagaimana ditegaskan dalam
butir 1.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Noraor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggarun Peadapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat  Pemerintah  Kota  Metro
sebesar Rp9.140.467.948.00 atau 0,95% (nol koma Sembilan puluh
lima persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain
lercantum pada:

Perangkat Daerah

Teknis di Bidarg Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan ;
5) Kegiatan Pendampingan dan Rp 347.767.400,00
Asistensi
Total Rp | 9.140.467.948,00
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belum inemenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintuh Kota Metro sekurang-
kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah sebesar
Rp958.828.597.272,00 (Sembilan ratus lima puluh delapan milyar
delapan ratus dus puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh
tujuh ribu dua ratus tujuh paluh dua rupiah), sesugi ketentuan butir
LLE.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggarun Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemnerintah Kota Metro harus mengalokasikan
anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat
Pemerintah Kota Metro sekurang-kurangnya 1% (Satu persen) dan
total Oelanja daerah dan diatas Rp958.828.597.272,00 (Sembilan
ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan
juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh
dua rupiah), dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota Metro tentang
APBD Tahun Arggaran 2021, yaitu sebesar Rp9.140.467.948,00 atau
terdapat selisin kurang sebesar Rp447.818.024,72

Selanjutnya, Pemerintah Kota Metro mengalokasikan anggaran
pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021,
untuk mendanai program dan kegiatan pembir.aan dan pengawasan,
meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi. reviu RPJMD, reviu RKPD,
reviu RKA SKPD, reviu LXPD reviu laporan kinerja, reviu
penyerapan anggaran, reviu penycrapan pengadaan barang dan
jasa, pemeriksazn serentak kas cpname, pemeriksaan pajak
pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan
pemenntahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan
TLHP APIP,

<) Pengawasan prioritas nasional meliputs: monitoring dan
evaluasi Dauna Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan
penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih
pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan
APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang
berindikasi korupsi;

3) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mardiri
reformasi birokrasi, penauganun pengaduan masyarakat
terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan
masyarakat terhadap Walikota untuh Inspektorat;

4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi,
monitoring dan evaluasi 2ksi pencegahan korupsi, verifikasi
pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn
korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona
integritas, penanganan banturun  kepentingan, survey
penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;
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b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional
berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan
teknia minimal 120 jam/tahun per APIP;

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperli: laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain;

d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima
perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik secbagaimana
maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019,

sebagaimana ditegaskan dalam |.E.58 Lanipiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Fedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Belanja Operasi
Penyediaan anggaran Belanja Operasi scbesar Rp802.093.847.450,00
atau 83,65% dari total belanja daerah delam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahua /Anggaran 2021 merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan schari-hari Pemerintah Daerah
yang memben manfaat jangka pendek sebagiimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (2) Peraturan P:merintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyedinan anggaran belanja operasi yang ar.'ara lain tercantum pada
obyek belanja:
a. Belanja Pegawai
Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp3444.973.144.842,00 atau
46,41Y% dari total belanja daerak dalam Kancangan Feraturan Daerah
Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain
terdin dan:
1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipii Nega-a (ASN)
Penyediaan anggarsn Gaji dan Tunjangan ASN s2besar
Rp267.80°2.723 220,00 atau 27,93% darn total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD
Tahun Anggaran 2021, ager memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan ASN serta peraberian gaji ketiga belas
dan tunjangan hari rays, kebutuhan pengangkatan Calon ASN
sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memoerhitungkan acress yang besamya
maksimum 2,5% (dua koma lima pers:n} dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir
1.C.2.a.1).a), butir 1.C.2.a.1).b), dan butir 1.C.2.a.1).c) Lampiran
Peraturan Mente-i Dalam Neperi Noraor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggarean Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021
2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:
a) luran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp12.439.000.000,00 ;
b) luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar
Rp1.449.500.000,00;
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€} luran Jaminan Kematian ASN schesar Rp223.621.505,00;

yang diperuntukkun bagi Walikotn, Wakil Walikota, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD, diangparkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kote. Metro tentnng APBD Tahun Anggaran
2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Soainl Nasiona!, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badnn Penvelenggara Jaminan
Sosial, Peruturan Pemesintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Keschatan, sebagaimana dimaksud butir
1.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021
dan Peraturan Pemerintah Nomer 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecclakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai
ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2017 scbagaimana dimaksud tutir 1.C.2.4.1).¢) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

Pemerintah Kote Metro tidak mengganggarkan jaminan kematian,
jaminan kesehatan dan jeminan kec2lakaan kerja DPRD dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun
Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kota Metro  agar
menganggarkan jaminan kematian jaminan kesehatan dan
jaminan kecelakaan kerja DPRD sebagaimana dimaksud butir
1.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menter. Dalam MNegeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan

Tunjangan DPRD sebesar Rp12.696.406.973,00 antara lain

diuraikan pada:

a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD sebesar Rp3.150.000.000,00 ;

b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp787.500.000,00;

¢) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebesar Rp4.042.788.000,00;

d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar
Rp3.273.050.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro

tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan

Daerah tentang Huk Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD Metro yang mengatuir tentang pelaksanaan hak

keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tclah
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mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeral dengan
lctap memperhatikan aspek efektifitas, cfisiensi, kewajaran,
kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan
anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus
diformulasikan ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD serta
diuraikan ke dalam jenis belanja scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00
atau 0,08% dari total Pendapatan Asli Daerah penentuan
besarannya mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf { Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Fepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,15% dan
paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 dari jumlah PAD diatas
sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp216.774.746.272,00 .

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus
mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109

Tahun 2000 tentang Kedudukan Keunngan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah.

Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum

pada  Belanja  Tambahan  Penghasilan ASN  sebesar

Rp44.940.506.195,00 atau 4,69 % dari toral belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daeral. Kota Metro tentang APBD Tahun

Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

agar memperhatikan jumlah pegawai. aspek efektifitas, efisiensi,

kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan

inempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Femerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir

1.C.2.a.1).0) Lampiran Peraturan Menten Dalamn Negeri Nomor 64

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2021.

Tambahan Penghasilan be:dasarkan Pertimbangan Objektif

Lainnya ASN sebesar RpS51.198.681.917,00 yang diuraikan ke

dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
sebesar Rp842.174.999,00;

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
sebesar Rp1.234.293.700,00;
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Penganggaran pada huruh u) ngar mempedomani ketentuan Pasal
6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tatn Carn Pemberian dan  Pemanfaatan Insentil
Pemungutan Pajak Duerah dan Retribusi Daeruh serta butir
1.C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021.
Selanjutnya, scbagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Dacrah, pemberian Insentif Pajak Daerah
bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak
Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan dip=rhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
scbagaimana maksud butir [.C.2.a.1)./) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
c) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN scbesar
Rp21.059.105.000,00;
d) Belanja Honorarium sebesar Rp31.048.636.509,00;
¢) Belanja Jasa Pengelolaan 3MD Rp271.800.000,00,00.
Penganggaran huruf c) sampai dengan ¢) memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
nencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu oelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimakaud.
Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi
honorarium penanggung jawab peng:lola keuangan, honorariurr
pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga
Satuan Regional.
f) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar
Rp157.429.935.100,00
g) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar
Rp1.218.000.000,00,
Penganggaran pada huruf [ )dan g) agar diurai pada objek
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektil
Lainnya ASN yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021
melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir 1.C.2.a.1).1)
Lampiran Peraturan Menteiri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
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b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanjn Barang dan Jasa scbesar

Rp318.896.242.606,00 atau 33,26% dari tutal belanja daerah ¢alam

Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun

Anggaran 2021 harus digunakan uniuk pengadaan barang/jasa yang

nilai manfaatnya kumang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatilian aspek efektifitas,
efisiens:, kepatutan dan kewajaran penggunaan  anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 naya* (1) dan Pasal 59

Peraturan Perwnntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa vang antara lain

tercantum pada obyek belanja:

1) Belanju Barang scbesar kp62.580.383.542,00 atau 6,53 % dan
total beianja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Metro tentang APBD Takun Anggaran 2021.

2) Belanja Jasa sebesar Rp93.680.300.135,00 atau 9,77 % dari total
helanja daerah dalam Rancangan Permiuran Daerah Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan
ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor scbesar Rp77.556.499.147,00;

b) Belanja luran Jaminan/Asuransi secbesar Rp8.134.767.722,00;

¢) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)
sebesar Rp2.450.000,00;

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2' harus diperhitungkan
kembalh dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang
didasarkan atas volume pekerann serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunian barang milik daerah
dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Burary Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 dan Pasal 28 Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Ba-ang Milik Daerah, serta
Sutir 1.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar
Rp2.419.066.500,00;
(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar
Rp1.503.730.000,00;
(3) Belanja  Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar
Rp6.212.208.000,00;
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(4) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar
Rp2.631.892.000,00
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daecrah Kola
Metro tentang APBD Tahun Anggnran 2021, pelaksanaannya
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan
barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat
barang milik daerah terkait maka penganggaran dan
pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek
efektifitar, efisiensi, kepatutan dan kewajaran scria
penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitns dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan Jdidasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik
daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga scbagaimana maksud butir 1.C,2.b.4)
Lampiran Peraturan Mernteri Dalam Negern Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021.
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s=rta
Pendidgikan dan Pelatihan sebesar Rp475.600.000,00 daerah
dapa*' dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan
pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek
efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta
penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk
menghadin pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan pecngembangan kapasitas
sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya
seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di
Kota Meuo sebagaimana maksud butr 1.C.2.b.2) g) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Fedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah
harus  dilakukan  secaru  sangat  szlektif  dengan
mempertimbanghken aspek-aspelk urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompewensi narasumber,
kualitas advokasi dan peluyanan penyelenggura serta manfaat
yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan,
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bimbingan teknis atau sejeniznyn guna cfektifitas penggunaan
anggaran daerah,
Schubungan dengan hal tersebut, dalam rangkan memutus
mata rantai  penularan COVID-19, penerapan protokol
pencegnhan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan
normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek
kehidupan, balk aspek peinerintahan, keschatan, sosial dan
ckonomi, penyelenggaraan rapat, yendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar
atou  sejenis lainnya dilaksanakan secarn virtual berbasis
teknologi informasi.
Dalam hal penyclenggaman rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, aosialisasi, workshop, lokakarya, seminar
atau scjenis lainnya tidek dapat dilaksanakan secara virtual
berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain
keterbatasan Jukungan sarana dan prasana teknologi dan
infomasi, pelnksanaan kegiatan mpat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lcinnya tersebut dapat dilakukan dengan
tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan
penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.2).g)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021,

3) Belanja Pemecliharaan sebesar Rp16.370.965.046,00 atau 1,71%

dari total belanja daernh yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian obyck »eclanje:

a) Belanja  Pemeliharnan Peralatan dan  Memn  sebesar
Rp7.920.942.847,00;
h) Belanja Pemeliharaan  Gedunp dan  Bangunan sebesar

Rp6.878.798.033,0C;

¢} Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp1.372.500.000,00.
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya
tetap memperhatikan aspek efektifitas, cfisiensi, kepatutan dan
kewajaran  serta  penghematan  penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan  kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentung Pengelolann Keuangan
Daerah,
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Penganggaran pemecliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, penggina barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar  kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagnimana diranksud dalam Pasal 46 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barar.,g Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
1.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021.

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp30.728.493.004,00 atau
3,20% dari total belanja daeran dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Mctro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar
dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran dan disesuaikan dengan kebutunan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya harus
dilakukan secara selektif, frekuensi. jumlah hai dan pesertanya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dan perjalanan dinas
dimaksud schingga relevan uengan substansi kebijakan
pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan
akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemerksaan
kesehatan covid-19 (rpaid test/PCR test/swab test) sesuai dengan
biaya riil (scpanjang dalam pandeimm covid-19) sesuai butir
1.C.2.b.2).k) dan 1.C.2.b.2).l] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2021.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakut scbesar Rp8.396.780.000,00 yang
diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp855.700.000,00
dan Belanja Jasa yang Diberikan xepada Pihak Keuga/Pihak
Lain/Masyarakat sebesar Rp7.541.080.000,00 untuk
meluksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daerah berdasarkan visi dan misi Walikota yang tertuang Galam
RPJMD dan dijabarkan delam RKPD, dianggarkan dalam jenis
belanja barang dan jasa dzngan mempedomani Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentar.g Pengelolaan Keuangan
Daeran dan [.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Fedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentul.an lain oleh peraturan
perundang-undangan. Penganggaran Nomenklatur dan Kode
Rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepade
Pihak Ketiga/Pihek Lain/Masyarakat.
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c¢. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
a) Belanja Hibah sebesar Rp36.902.0
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70.002,00 atau 3,85% dari total

belanja daecrah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggarun 2021 yang diurai pada Belanja Hibah kepada Badan,
Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum
Indonesia sebesar Rp10.170.546.402,00 atau 1,68% dari total
belenja daerah.
Belanja Bantuan Sosial scbesar Rp1.322.390.000,00 atau 0,14%
dari total belanja dacrah yang diurai kedalam Belanja Bantuan
Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pelaksanaannya
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, scbagaimana tclah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 teritang Hibah Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomoi 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian dibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Penyediaan alokasi belanja hibah can bantuan sosial dapat
dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah
dacerah sesuai urgensi dan kepentingan dacrah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari
kemungkiran terjadinya resiko sosial, scbugaimana maksud Pasal
298 ayat (4) Undang-Undang Nomo: 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 62
dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tertang
Pengelolaan Keuangan Dacrah serta butir 1.C.2.a.5).a) dan tutir
1.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2021.

Pelaksunaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas
kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui
serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala
Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga
penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
Selanjutnya, penyediaan anggaran yang lercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politkk sebesar
Rp2.600.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota
Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus merapedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah



bebernpa kali tsrakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor |
Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengangguran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluinn, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuargan Partai
Politik, scbagaimana maksud butir 1.C.2.a.5).a).(5) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Belanja Modal

Penyedinan anggaran Belanja Modal seb:sar Rp146.694.749.822,00
atau 15,30% dari total belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung Jdengan peningkatan pelayunan publik
serta pertumbuhan ekonomi dacrah, sebagaimana maksud butir
1.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tuhun Anggaran 2021.
Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
vang dilakukan dalum rangka pembelian/penjadaan asct tetap yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan mele xvati
batas minimal kapitalisasi asset dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , scbagaimana maksud
butir 1.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
Penganggaran pengadaan barang milix dacrah harus didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah vang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD
dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik
daerah yang baru (new initiative)] dan angka dasar (baseline] serta
penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
dimaksud berpedoman paca standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga, penetapan standar ketutuhan oleh Walikota
Metro sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sepagaimana
telah diubah der.gan Peraturan Peruerintah Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar
Harga Satuan Regional dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tuhun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, scbagaimana maksua butir 1.C.2.b.4) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.



-49 -

Dalam hal pelaksanuan pengadann barang rilik danerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambuhan nilai
kontrak aknir tidak melebihi 10% (sepuluh per scratus) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, scbagaimana dinnanatkan Pasal 54 ayat
(2] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadann
Barang/Jasa Pemerintah.

Penyedinan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:
Belanja Modal Peralatan dan Mesin scbesar Rp25.728.975.686,00
atau 2,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara

lain diuraikan ke dalam obyck belanja:
1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga scbesar

Rp3.798.781.400,00;
2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, den Pemancar sebesar

Rp1.103.925.500,00;
3) Belanja Modal Alat  Kedokteran dan Kesehatan scbesar

Rp2.640.636.900,00;
4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp170.646.000,00 ;
5] Belanja Modai Kompuler sebesar Rp4.578 462.300,00;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.045.553.284,00
atau 4,39% dari total belanja daerah. yang diuraikan ke dalam obyek
Lelanja:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp35.046.133.425,00;
2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.639.419.859,00;

c. Belanja  Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  sebesar
Rp78.C39.703.552,00 atau 8.14% dari total belanja daerah, yang
diuraikan ke dalain obyek belanja:

1) Belenja Modal Jelan dan Jembatan sebesar Rp50.362.050.689,00;
2) Belanja Modal Bangunan Air gebesar Rp23.960.435.285,00;

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp880.517.300,00 yang
diuraikan ke dalam obyek belanja:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sehesar Rp12.383.192.000,00;
2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

sebesar Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kota Metro tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan
aset ;ainnya yang memenubhi kriteria meripunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, digunahan dalam kegiatan pemerintahan
daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan
Pemerintah Kota Metro , sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasnl 64 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 t=ntang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan keinampuan
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,
efektif, transparan ocan terbuka, bersaing, adil, dan aluntabel dengan

mengutamakan produk dalam negeri.

Q.
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Selanjutnya, penganggaran pengadaan berang  milik dacrah
didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang
disusun dengan memperhatiknn kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi OPD serta ketersediaan barang milik dacrah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu
dasar bagi OPD dalam pengusulan penyedinan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daeruh yang baru (new initiative) dan angka
dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan
barang milik dacrah dimaksud berpedoman pada standar berang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh
Walikota berdasarkan pedoman yung ditetapkan Menteri Dalam
Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4)
dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Per.gelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah scbagaiman t=lah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pengacaan barang milik dacrah dimaksud dalam pelaksanainnya
juga harus scsaai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemeriatah Daerah sebagairnana diatur dalam Feraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentnng Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimara telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
scbagaimana maksud butir 1.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentung Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2021.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayarnn atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya. Pengpunaan belanja tidak terduga tersebut
antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah,
sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan anggaran Belanja Tiduk Terduga sebesar
Rp10.040.000.000,00 atau 1,05% dari total belanja daerah agar dihitung
secara rasivnal dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran
2020 dan kemungkinan adanya lkegiatan-kcgiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah, amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud
Pasul 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 1.C.2.c Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021,
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D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterina kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggeikan penerimaan
pembiayann sebesar Rp50.000.000.000,00 Penerimaan pembiayaan
tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) Pemerintah Kota Metro harus secara terus-menerus dan konsisten
melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggarun Tahun
Anggaran 2021 guna menghindari potensi besamya SiLPA pada Tahun
Anggaran 2021,

Sclanjutnys, Pemerintah Kota Metro harus melakukan perhitungan secara
cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tuhun Anggaran 2020 dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 202]
dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak
dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncunakan sesuai
maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunar APBD Tahun Anggaran
2021.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN

ANGGARAN 202! DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RKPD SERTA KUA

DAN PPAS

A. Konsistensi Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dengan
RKPD.
Pemerintah Kota Metro dalam menyusun Rancangan Peraturan tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan
perencanaan anggaran daecrah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah
Daecrah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 t:ntang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan
Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Peinbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana FPembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
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B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatnn Ranperda dan Ranperbup

dengan RKPD.

Pemerintah Kota Metro agar konsisten dan menyesunikan Program,
kegiatan dan sub Kegiatan Ranperda dan Ranperwnl dengan RKPD sesuai
ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3)
dam pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 89 Peraturan
Femerintah Nomor 12 Tanun 2019 tentang Penge'olaan Keuangan Daerah,
Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Duerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daernh, Rencana Pembangunan
Jangka Mencngah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021.
REKOMZNDASI

Pemerintah Kota Metro dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain
memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani
antara lain:

A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kota Metro
TA 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai
kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.
Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Mectro dalam
periyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kota Metro
Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasilikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan dacrah sesuai
amanat Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negenn Nomor
050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah rerta dilnksanakan secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pemerintnhan Daerah sesuai Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang .Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN dan Butir D.3 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 64 Tehun 2020 tentang Pedomar
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dun Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Kepadn Gubermnur/Bupati/Walikota Scluruh Indonesin Nomor
130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daemnh.
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B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020
tentang Konsolidasi Bank Umum ditetapkan bnhwa bagi Bank m}li}:
pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit
sebesar Rp3,000.000.000.000,00 (tige triliun rupiah) .

Dalam hal modal inti sebagaimana dimaksud d/atas tidak terpenuhi, maka

sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N?mor
12/POJK.03/2020 Bank harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan
usahanya menjadi BPR.

Sesuai Surat Gubemur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal
28 Mei 2020, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro ke PT Bank
Lampung sebesar Rp7.562.600.000,00. Pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 Pemerintah Kota Metru telah menganggarkan Penycrtaan
Modal ke PT Bank Lampung sebesar Rp5.000.000.000,00. Sedangkan pada
RAPSD TA 2021 Pemerintah Kota Metro menganggarkan Penyertaan Modal
ke PT Bank Lampung schesar Rp2.000.000.000,00 sehingga masih terdapat
kekurangan sebesar Rp562.600.000,00.

Untuk itu Pemerintah Kota Metro pada APBD TA 2021 agar menganggarkan
Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung
scbesar Rp2.562.600.000,00.

C. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi

dari pajak rokok baginn hak masing-masing daerah, Kota Mectro dalam
pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesechatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.07/2018 tentang Taia
Cara Pemotongan Pajak Rokok sebugai Kuntribusi Dukungan Program
Jaminan Keschatan serta Peraturan Menteri Keschatan Nomor 40 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajuk Rokok untuk Pendanaan
Pelayanar Keschatan Masyarakat, scbaganimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehetan Nomor 53 Tahun 2017.
Selanjutnya Penganggaran luran Kepesertnan ¢alam Jaminan Kesehatan
Pemenntah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan
Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahkun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2029,

D. Pemerintah Kota Metro menyedinkan alokasi anggaran pada jenis belanja
tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara
lain:

1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Dacrah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undargan;

2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah
Kota Metro dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBED Tahun
Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri
NPmor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa
di Daerah dan ketentuan peraturcn perundang-undangan terkait:

3. pengendalian  harga barang dan jasa yang menjadi keb;.ltuhan
masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
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- Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam neger,

biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadcan
kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan
Pagal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga
Satuan Regional.

- Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

i. Pemerintah Kota Metro agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

dan imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggsran sesuai
kebutuhan pada perangkat dacrah terkait sesuni Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang
Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Cevid-19,

- Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan  kemampuan

keuangan dacrah dan memnperoleh persetujuan DI'RD berdusarkan Pasal 58
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan
dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi lerja, dan/atau pertimbangan
objektil lainnya. Pemberian tambahan penghasian kepada pepawai ASN
daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanva peraturan pemerintah
dimaksud, Walikota dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai
ASN sctelah mendapat persetujuan Menteri Dalum Negeri.

. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja

diberikan sectelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan
kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nowor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

. Penyediaan anggaran pada Dinas Penunaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

a.Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik sebesar Rp192.368.000,00

b.Sub Kegiatan Pengolahan, Penvajian dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik scbesar
Rp48.892.100,00

Output dari kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga

berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan

tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dergan

kebutuhan,

Selanjutnya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan

Daerah tentang RTRW dan RDTR telah ditetapkan sesuai ketentuan

Peraturan Pemarintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
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K. Penyediaan anggaran pada Sckretariat DPRD
a. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar
Rp482.216.600.00, dalam pelaksanaannya discsuaikan derngan jumlah
program pembentukan peraturan dacrah (Propemperda) baik inisiatif
pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD yang telah ditetapkan
termasuk pembahasan peraturan dacrah kategori daftar kumulatif
terbuka (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, RPJMD), untuk itu :
1) Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp8.002.500,C0
2) Sub  Kegiatan  Pembahasan APBD  Perubahan  scbesar
RpS.002.500,00
3) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawabaen APBD scbesar
Rp8.002.500,00
Agar penyediaan anggaran ketiga kegiatan tersebut disatukan dan
belanja yang diperlukan agar discsuaikan dengan kebutuhan.
b. Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD setcsar Rp639.585.300,00

dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun
anggaran dan pelaksanaannya dapat diluksanakan di luar daerah
provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan
dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Da'am Negeri Nomor 14 Tahun
2018. Pembiavaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar
berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22
Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal §6 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentarg pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
Kegiatan Koordinasi dan Konsul:asi Pcelaksanaan Tugas DPRD sebesar
Rp477.631.000,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang Dbersifat
konsultasi kepada pemerintah pusat, cdalam pelaksanaanya agar
berpedoinan kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri
Dulam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januarn 2018,
ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakuksn oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubermur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan
hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka dapat mclakukan konsultasi ke
Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

L. Masih terdapat beberapa OPD yang mengalokasikan anggaran untuk

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan pelatihan
teknis dan furgsional, untuk itu agar penyecinan anggaran dimaksud
dialihkan kepada OPD yang secara {ungsionul menangani pengembangan
sumber deya manusia, sesuai ketentuan huruf E angka 44 Lampiran
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
;;;J’ununnn Anggaran Pendapatan dan Belanjn Dacrah Tahun Ar.ggaran
1.

M.Tata Naskah Rancangan Peraturan Darrah dan Rancangan Peraturan
Walikota.
. Rancangan Peraturan Dacrah Tentang AP3D Kota Metro Tahun
Anggaran 2021
a. Konsiderans menimbang, huruf a diubah menjadi:
bahwa untuk melaksanaken ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
scbagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu dilakukan penyempurniaan terhadap Rancangan
Peraturan Dacrah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anpgaran 2021;
b. Konsiderans mengingat:
1) Angka 4 disempumakan menjadi
Undang-Undang Nomor 2% Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Noinor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Angka 7 diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6573);
3) Angka 11 diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Noinor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Peraerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indcnesia Tahun 2019 Momor 52, Tamoahan
lembaran Negara Republik Indonezia Nomor 6323);
4) Angka 12 diubah menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2009 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 497%) sehagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);
5) Angka 13 dihapus
6) Angka 16 disempurnakan menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrutif Pimpinan dan Anggota DPRD
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{Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Angka 17 disempurnakan menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Angka 19 diubah men;jadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Ne=geri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Angka 22 disempurnakan menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporen Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 630);

10) Angka 23 disempurnakan menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negarn Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor B88B),

11) Angka 24 dihapus
12) Tambahkan

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ter.tang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau
Dalam Rangka Meaghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lemparan Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor... Tahun... tentang

RPJMD;

Dengan adanya perubahan dan penambahan dasar hukum,
penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan
perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukun Peraturan Perundang-



-58-

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 15 Tahun 2019.
Diantara Konsiderans Mengingat dan frase Dengan DPersetujuan
Bsrsama DPRD disisipkan Konsiderans Memperhatikan yaitu;

Memperhatikan : Keputusan Qubernur Lampung Nomor.....
tentang Evaluasi Rancangan Peraturun Daerah
Kota Metro tentang AFBD Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Pernturan Walikota Metro
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2021.

Diktum menctapkan, frese “Kota Metro® cihapus sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undaagan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019,

Batang Tubuh, sesuai ketentnan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tertang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebapaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeruh Tahun Anggaran 2021, maka

1) Pasal 1, cantumkan pengertian/istilan yang ditafsirkan secara
sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 13 ayat (5), frase “ayat (q) hurul d” diubah menjadi “ayat (1)
huruf d”

3) Pasal 17 angka 14 diubah menjadi
Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan
Kembali Dalam  Tahun Anggaran  Yang
Direncanakan

4) Pasal 19 diubah menjadi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tunggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan dacrah ini dengan penempalannya dalam Lembaran
Daerah Kota Metro.

Lampiran :

1) Lampiran | , sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019.

Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama
lampiran diubah menjadi

LAMPIRAN....

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR .....TAHUN 2020

TENTANG
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ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJ
ANGGARAN 2021 LANJA DAERAH TAHUN

2 sempimn selanjutnya menyesusikan
suai ketentuan Lampiran Peraturar. M i i
- Menteri Dalam N
G4 Tahun 2020 tentany " Anegarmn

Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021 , maka:
a) Lampiran ||,

. penulisan lampiran rada pojok kanan atas dan
Jjudul lampira

] n cukup ditulis padu halaman pertama lampiran.
Lampirun selanjutnya menyesuaikan,

Lampiran 1Il, judul diubah menjadi “RINCIAN APBD MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGCANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SuB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN".
Penulisan lampiran pada pojok kanan atas dan judul lampiran
cukup ditulis pada halaman pertama lampiran dan tidak sctiap
OPD.

b)

Lampiran VI, kolom Sub Kegiatan dihapus.

Lampiran VII, judul lampiran diubah menjadi “SINKRONISAS]
PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD", terdiri

dari 4 (empat) kolom yaitu Kode, Uraian, RPJMD (Rp), dan
Rancangan APBD (Rp).

Lampiran IX, judul kelom nomor 2 diubah menjadi *PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL".

I Lampiran XIl, judul lampiran diubah menjadi DAFTAR
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH
LAINNYA.

g) Lampiran Xlll, judul lampiran diubah menjadi DAFTAR

PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-
LAIN.

Lampiran XV, judul lampiran diubah menjadi DAFTAR DANA
CADANGAN.,

d)

¢)

h)

2. Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran APBD Kota
Metro Tahun Anggaran 2021

a. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada
Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kota
Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedomnan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

a) Pasal 1, agar disempumuakan dengan mencantumkan pcr_igenianj
definisi yang ditafsirkan secara sistcmatis dengan merujuk pada
pengertian/istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan. o .

b) Pasal 4, sampai dengan Pasal 13 agar dirinci sampai dengan
kelompok, jenis, objek, rincian obyck dan sub rincian obyek
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dengan berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan
pPerundang-undangan.

¢) Pasal 32, frase “Pnsal 25 ayat (1) huruf " diubah menjadi “Pasal 25
ayat (1) hurul g"

d) Pasal 75, frase *Pasal 73 huruf b” diubah menjadi “Pasal 73 ayat
(1) huruf b*

¢) Pasal 76, frase “Pasal 73 huruf ¢” diubah menjadi “Pasal 73 ayat
(1) hurufc¢”

) Pasal 77, frase “Pasal 73 huruf d” diubah menjadi “Pasal 73 ayat
(1) huruf d”

g) Pasal 78, [rase *Pasal 73 huruf e* diubah menjndi “Pnsal 73 ayat
(1) hurufe”

h) Pasal 79, frase “Pasal 71 huruf " diubah menjad: “Pasal 71 huruf

5]
i) Pasal 82, diubah menjadi

Pasal 82

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini terdin dar::

1. Lampiranl: Ringkasan Penjabnran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Fendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiranll: Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompol:, Jenis,
Otjek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayvaan,

3. Lampiran Il : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alainat Penerima, dan
Besaran Bantuar Sosial;

5. Lampiran V: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Ban'uan Keuangan bersifat umum
dan bersifat khusus;

6. Lampiran Vl: Daftar Nama Penenma, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VIl : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Deerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belania dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan
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DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegatan, Kelompok, Jenis,
Objek, dan Rincian Objek Belanja dan
Perubiayaan;

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanje dan Pembiayaan;

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara

3. Lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Perataran Perundang-Undangan scbagaimana

telan

diukah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan

Lampiran Peraturan Menteri Dalain Negers Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman [enyusunan Anggzaran Pendapatan dan Belama
Daerah Tahun Aaggaran 2021 :

a. Lampiran |,

1.

2.

L.

Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas diutnh menjadi :

LAMPIRAN .

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR... . TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Penulisan iampiran pada pojok kanan atas dan penulisan judul
lampiran hanya dicantumkan paca haloman pertama lampiran.

lampiran selanjutnya meryesuuikan

Judul lampiran diubah menjudi :

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG  DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJZIK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMEIAYAAN
Lampivan 11, judul lampirar diubah menjadi :
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KLGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RICIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

. Laumpiran lll, judul lampiran untuk Barang/ Jasa diubah menjadi :

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN
BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/ JASA YANG
DITERIMA SERTA OPD PEMBERI HIBAH

Lampiran 1V, agar dirinci nama dan alanat penerima bantuan
sosial secara lengkap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemnberian Hibah
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¢. Lampiran I, judul lampiran untuk Barang/ Jasa diubah menjadi :
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN
BESARAN ALOKAS! HIBAH BERUPA BARANG/ JASA YANG
DITERIMA SERTA OPD PEMBERI HIBAH

d. Lampiran IV, agar dirinci nama dan alamat penerima bantuan
sosial sccara lengkap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019,

4. Lampiran V sampai dengan Lampiran X agar dicantumkan /dilengkapi.

N. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang
tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI



